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Abstract: This study aims to provide an explanation of the legal certainty of the position of
the Judicial Commission regulations in the hierarchy of Indonesian legislation. To analyse
this legal issue, normative research was used through a conceptual and legislative
approach. The data used are secondary data, including primary, secondary, and tertiary
legal materials. The analysis of the data will be presented descriptively and qualitatively
through content analysis. The results of this research found that, from the perspective of
legal certainty theory, the Judicial Commission Regulations do not fall under the category
of legislation but rather under the category of internal regulations. The Judicial
Commission Regulation, in terms of its substantive content, can be equated with a
Presidential Regulation, thus being on par with a Presidential Regulation in the
hierarchical structure of legal regulations. It is necessary to improve this by issuing a
Judicial Commission Regulation that is no longer considered a legal regulation but rather
an internal regulation.
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Abstrak: Riset ini hendak memberikan eksplanasi tentang kepastian hukum kedudukan
peraturan Komisi Yudisial dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.Untuk
mengurai persoalan hukum tersebut digunakan jenis penelitian normatif melalui
pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah
data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis terhadap
data akan disajikan secara deskriptif kualitatif melalui metode konten analisis. Hasil riset
ini menemukan bahwa dalam perspektif teori kepastian hukum, maka Peraturan Komisi
Yudisial bukanlah termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan tetapi
masuk kedalam kategori peraturan internal. Peraturan Komisi Yudisial secara materi
muatan dapat dipersamakan dengan Peraturan Presiden, sehingga sejajar dengan Peraturan
Presiden dalam konstruksi hierarkis peraturan perundang-undangan. Perlu dilakukan
penyempurnaan dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial yang tidak lagi dianggap
sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi lebih dianggap sebagai peraturan internal.
Kata Kunci: Kepastian Hukum; Peraturan Komisi Yudisial; Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan; Legislasi; Komisi Yudisial

A. Pendahuluan

Setelah diberlakukannya amandemen konstitusi Indonesia (seanjutnya ditulis
UUD-1945), posisi konstitusional Komisi Yudisial (selanjutnya ditulis KY) memiliki
kedudukan yang sejajar/ sama kuatnya di dalam rumpun kekuasaan yudisial sebagaimana
yang dijelaskan oleh konstitusi Indonesia. Situasi ini dikonfirmasi oleh beberapa
argumentasi: Pertama, kedudukan KY sebagai organ/ lembaga negara diletakan di dalam
suatu rumpun peradilan pada konstitusi. Posisi kekuatan berimbang antara KY, Mahkamah
Agung (selanjunya ditulis MA), dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis MK)
dibuktikan oleh fondasi konstitusionalnya di dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD-
1945, tegasnya terdapat pada Pasal 24, 24 A, 24 B, dan 24 C.(Wicaksono et al., 2021)
Meskipun organ kehakiman dilaksanakan oleh MA dan MK, secara tersirat eksistensi KY
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dilandasi oleh Pasal 24 ayat (3) UUD-1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Klausul
perintah pengaturan ini secara teori dinamakan delegated legislation.(Fathorrahman, 2018)
Maksud dari delegated legislation adalah pembentukan peraturan tersebut didahului
dengan perintah pembentukan peraturan yang lebih tinggi. Ketika PUU yang lebih tinggi
memerintahkan pembentukan peraturan yang merupakan delegasi atau tindak lanjut dari
pengaturan yang ada pada PUU yang lebih tinggi, maka dapat diartikan sebagai peraturan
delegasi dari PUU tersebut.(Sjarif, 2017) Frasa “diatur dalam undang-undang” merupakan
salah satu karakter perintah pengaturan lanjutan dalam konsepsi delegated legislation.

Kedua, Kekuatan konstitusional lembaga KY berasal dari fakta bahwa MA, KY,
dan MK memiliki struktur normatif yang sama. Pasal 24 A mengatur posisi MA dengan
lima ayat, Pasal 24 B mengatur posisi KY dengan empat ayat, dan Pasal 24 C mengatur
posisi MK dengan enam ayat. Kekuatan berimbang antara KY, MA, dan MK juga
didasarkan pada semangat zaman pembentukan struktur norma. Ketika UUD 1945 diubah,
KY dan MK tidak muncul. Sejak fase ketiga perubahan pada tahun 2001, ketika Pasal 24
diubah dan ditambahkan menjadi tiga pasal: Pasal 24 A tentang MA, Pasal 24B tentang
KY, dan Pasal 24 C tentang MK, barulah posisi konstitusional KY diperjelas.(Thontowi,
2011) KY, secara konstitusional diposisikan mandiri serta berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.(Saputra, 2013)

Untuk melaksanakan tata kelola, fungsi dan kewenangan kelembagaannya, KY
diperintahkan untuk mengatur hal tersebut lebih lanjut dengan menggunakan sebuah
peraturan. Kondisi ini setidaknya terlihat dalam beberapa norma pasal di dalam UU No. 18
tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya ditulis UU-KY) diantaranya “ketentuan
lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial
di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi
Yudisial”. Artinya, peraturan KY (selanjutnya ditulis P-K'Y') merupakan salah satu bentuk
jenis produk hukum yang digunakan oleh KY dalam mengelola dan melaksanakan fungsi
kelembagaannya. Berbeda dengan itu, pada UU-KY yang lama (UU 22/2004) tidak
dinyatakan secara tegas/ambigu/multitafsir ketika K'Y mengatur soal kelembagaannya. Ini
terlihat diantaranya pada salah satu norma pasal yang menyatakan bahwa “Ketentuan
mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial”.
Dengan kata lain, pada UU-KY yang lama, KY diberikan kewenangan pengaturan. Hanya
saja tidak secara eksplisit menyebutkan jenis produk hukum seperti apa yang menjadi alas
dalam proses pengaturan tersebut: apakah melalui sebuah
peraturan/keputusan/penetapan?.

Berkait dengan posisi peraturan yang dikeluarkan oleh KY, Pasal 8 ayat (1) UU
12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU 13/2022 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU-P3) menyuguhkan pemahaman
baru bahwa semua peraturan seperti peraturan MPR, peraturan DPR, peraturan DPD,
peraturan MA, peraturan MK, hingga P-KY masuk ke dalam kategori peraturan perundang-
undangan (selanjutnya ditulis PUU). Hanya saja, untuk mengaktifkan/memasukannya
sebagai salah satu klasifikasi PUU, mesti memenuhi prasyarat yaitu: diperintahkan oleh
PUU yang lebih tinggi/dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, secara teori PUU tidak
semua lembaga tersebut memiliki kemampuan untuk membuat peraturan yang mengikat
keluar.(Anggono, 2018b) Apalagi mencermati hierarki PUU dalam konstruksi UU-P3,
dimanakah letak kedudukan dari P-KY tersebut? karena secara hierarkis pencantuman P-
KY tidak eksplisit di dalam norma Pasal 7 ayat (1) UU-P3. Dapatkah jenis itu (P-KY)
disejajarkan dengan salah satu jenis PUU yang dicantumkan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU-
P3?. Linear dengan itu, muncul permasalahan baru yaitu lembaga manakah yang
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berwenang menguji P-KY jika dirasa bertentangan dengan PUU diatasnya?. Situasi ini
semakin menambah “runyamnya” analisis terhadap kedudukan P-KY dalam sistem
perundangan di Indonesia.

Persoalan seperti ini sebetulnya sudah banyak dikaji. Hanya saja, objek yang
menjadi medan telaahnya sangat berbeda dengan riset ini. Riset dari Ilyas (2022)
menemukan bahwa MA adalah organ negara yang berwenang melakukan pemeriksaan
hukum terhadap Peraturan MK yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, khususnya
Undang-Undang, karena Peraturan MK memiliki kedudukan kondisional setara dengan
Peraturan Presiden (selanjutnya ditulis Perpres).(Ilyas, 2022) Lain halnya dengan Peraturan
KPU, Kedudukannya meski tidak secara eksplisit ditegaskan dalam PUU, namun KPU
sebagai lembaga konstitusional, memiliki kewenangan untuk membentuk aturan yang
berkekuatan hukum mengikat, ketetapannya bersifat keluar dan berlaku dalam sistem
hukum nasional. Dalam konteks hierarki PUU, Peraturan KPU berada di bawah UU
berdasar pada pendelegasian tugas, wewenang serta produk hukum yang diatur menurut
Undang-undang.(Alamsyah, 2024) Khusus kedudukan Peraturan Menteri, Huda (2021)
menemukan bahwa kedudukan peraturan menteri dalam sistem perundang-undangan
Indonesia sesungguhnya tidak termasuk dalam pengertian PUU dalam rezim UU-P3,
namun demikian, peraturan menteri dapat dikeluarkan oleh Menteri sepanjang ada
kewenangan/perintah dari undang-undang yang lebih tinggi untuk mengaturnya.(Huda,
2021) Riset lainnya menemukan bahwa Peraturan MA termasuk kategori PUU yang diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh
PUU yang lebih tinggi/dibentuk berdasarkan kewenangannya.(Tamin, 2018)

Berbeda dengan riset yang dipaparkan terdahulu, riset ini ingin mengeksplorasi
lebih jauh soal: apakah P-KY dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis PUU, bagaimana
kedudukan P-KY dalam sistem perundangan di Indonesia, setara dengan apakah P-KY jika
disandingkan dengan tata urutan PUU, dan lembaga manakah yang berwenang menguji P-
KY. Dengan adanya perbedaan dengan objek kajian ini, maka jelas telah memunculkan
kesenjangan jika diperhadapkan dengan riset terdahulu. Beriringan dengan kesenjangan
ini, maka memantik juga kemunculan novelty di dalam riset ini yaitu: P-KY tidak bisa
dikategorikan sebagai PUU, P-KY sejajar dengan Perpres dengan kondisi tertentu, lembaga
yang berwenang menguji P-KY adalah Mahkamah Agung. Argumen novelty ini secara
rinci akan dijelaskan lebih lanjut di dalam bab pembahasan dan analisa.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif.(Marzuki, 2013) Pendekatan yang digunakan
adalah konseptual (conceptual approach) dan peraturan perundang-undangan (statue
approach).(Christiani, 2016; Nurhayati et al., 2021) Aspek normatif dalam konteks
penelitian ini yaitu ada pertentangan antara norma hukum dengan asas/teori hukum. Norma
hukum yang dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) jucto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUP-3.
Kedua pasal tersebut berbicara soal hierarki PUU dan keabsahan dari PUU diluar ketentuan
hierarki. Hanya saja, terkait dengan P-KY, bagaimana kepastian hukum posisi P-KY
tersebut dalam konteks hierarki, apakah P-KY bisa disebut sebagai PUU, Analisis ini akan
diuji melalui teori kepastian hukum dan teori PUU. Data sekunder adalah titik tolak utama
dalam penelitian ini. Sehingga, data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier adalah komponen yang sama. Cara masalah hukum dibahas dalam penelitian ini
didasarkan pada cara konten analisis yang dideskripsikan.(Simarmata, 2008)

P-ISSN 2622-9110 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 198
E-ISSN 2654-8399



Vol. 7 No. 3 Edisi 2 April 2025 Ensiklopedia Of Journal
http://jurnal.ensiklopediaku.org

C. Hasil dan Pembahasan
1. Norma Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai salah satu klasifikasi dari norma, hukum sangat berguna bagi kehidupan
manusia. Hukum merupakan pedoman tata laku guna mewujudkan kedamaian. Hukum
bertujuan untuk mencapai nilai  kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam
kehidupan.(Hazmi, 2018; Jahar et al., 2021; Siagian et al., 2023) Oleh sebab itu, tidak
mengherankan jika hukum bertujuan juga untuk menimbulkan keteraturan (order) di dalam
masyarakat. Hukum sebagai norma digolongkan sebagai norma yang sifatnya eksternal.
Maksud dari eksternal adalah keseluruhan norma yang berada (tumbuh) dari luar diri
manusia yang berguna mengatur interaksi sesamanya, sifatnya umum/berlaku untuk siapa
saja.(Anggono, 2021)

Secara teoritis, norma hukum dimaknai sebagai standar, pola, aturan (pelembagaan
nilai baik-buruk) yang harus diikuti karena disana terkandung fungsi memerintah,
membolehkan, melarang, menguasakan, dan menyimpang dari ketentuan.(Prianto, 2024;
Rahman, 2024) Norma hukum diartikan juga sebagai tata aturan (order) ihwal suatu sistem
aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia yang dibuat oleh negara. Sehingga, hukum
tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat yang memiliki suatu kesatuan
yang tersistem. Konsekuensinya, tidak mungkin memahami hukum jika hanya
memperhatikan satu aturan saja.(Fadli, 2021) Norma hukum pada dasarnya inheren dengan
nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tetapi daya kekuatan keberlakuan hukum, tidak
dapat melepaskan diri dari kelembagaan kekuasaan, sehingga hukum, masyarakat dan
kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, Hukum tidak
sekedar dipahami sebagai norma yang menjamin kepastian dan keadilan tetapi juga harus
dilihat dari perspektif kemanfaatan.(Hoesein, 2012)

Hierarki PUU memiliki arti penting mengingat hukum adalah sah jika hukum
tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan
berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak akan bertentangan
dengan norma yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu kaedah hukum yang berjenjang
atau hierarki.(Anggono, 2018b) Paradigma tentang mengapa norma hukum itu sifatnya
berjenjang dan berlapis (hierarkis) dimulai dari pemikiran Merkl, Kelsen, dan Nawiasky.
Merkl melihat bahwa norma hukum ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di
atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di
bawahnya. Hal ini berakibat pada kondisi bahwa suatu norma hukum masa berlakunya
tergantung pada norma hukum yang ada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di
atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di
bawahnya akan tercabut dan terhapus pula. Oleh sebab itu, secara teoritis, norma hukum
disebut berwajah ganda (dua wajah).(Sikumbang et al., 2019)

Landasan teori itulah yang memantik Kelsen untuk mengonstruksikan
pendapatnya. Menurut Kelsen, Norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis
dalam suatu hierarkhi (tata susunan). Dalam artian lainnya, norma yang lebih rendah
berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi
berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada
suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu
Norma Dasar ( groundnorm).(Atmaja et al., 2018; Kalyvas, 2006; Kelsen, 1974; Prianto,
2024) Selain Kelsen, Nawiasky juga mengeluarkan teori tentang jenjang norma dalam
negara yang terbagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut. Kelompok I
(Staatsfundamnetalnorm  atau  norma  fundamental negara), Kelompok II
(Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara), Kelompok III
(Formell Gesetz atau undang-undang formal), Kelompok IV (Verordnung & Autonome
Satzung atau aturan pelaksana dan aturan otonom). menurut UU-P3, hierarki PUU tersebut
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adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Perda Prov, Perda kab/Kota.

Norma hukum juga mengalami pembagian berdasarkan beberapa indikator. Jika
dilihat dari subjek yang dituju norma hukum terdiri dari norma hukum umum dan norma
hukum khusus. Norma hukum umum adalah norma hukum ditujukan untuk orang banyak
dan tidak tentu. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa semua orang harus menerapkan
norma hukum tersebut tanpa terkecuali, sedangkan norma hukum individual adalah norma
hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak
orang yang telah ditentukan. Biasanya, dalam norma hukum tersebut telah disebutkan siapa
saja subjek yang menjadi tujuannya. Jika dilihat dari hal yang diatur atau perbuatannya,
norma hukum terbagi menjadi norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Norma
hukum abstrak adalah norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak
ada batasnya dalam arti tidak konkret, sedangkan norma hukum konkret adalah norma
hukum yang melihat perbuatan seseorang secara lebih nyata (konkret).(Sikumbang et al.,
2019; Suprapto, 1998, 2020)

2. Kepastian Hukum Kedudukan Peraturan Komisi Yudisial dalam Hierarki
Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam ilmu pengetahuan PUU, konsepsi PUU mempunyai terminologi dan
etimologi yang beragam. Penyebutan itu antara lain: perundangan, Perundang-undangan,
peraturan Perundang-undangan, peraturan negara, regulasi negara, ketetapan negara, dan
UU. Lantas, bagaimana konsep sebenarnya tentang PUU?. Apakah yang dimaksud dengan
PUU itu?. Di dalam bahasa belanda dikenal wet, wetgeving, wettelijke regels, atau
wettelijke regeling(en). Istilah Perundang-undangan bersumber dari frasa wettelijke regels.
Berbeda dengan istilah peraturan negara. Di dalam bahasa belanda peraturan negara berasal
dari istilah staatsregeling. Staats diartikan sebagai negara, dan regeling diartikan sebagai
peraturan.(Sikumbang et al., 2019) Lebih lanjut, Istilah “perundangan” berasal dari frasa
“’undang”. Disini dapat dilihat bahwa frasa “undang” tersebut tidak bersumber dari frasa
“undang-undang”. frasa “undang” justru tidak mempunyai pengertian yang sama dengan
wet atau “undang-undang”. Adapun makna dari peraturan negara adalah aturan tertulis
yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga/pejabat tertentu.
Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata
cara pembuatan peraturan negara.(Maulana Sikumbang et al., 2019; Sikumbang et al.,
2019).

Peraturan negara atau staatsregelings adalah peraturan tertulis yang
dikeluarkan/ditetapkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga/dalam
pengertian pejabat tertentu  yang mencakup kategori: Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, instruksi,
surat edaran, pengumuman, surat keputusan, dan lain-lain.(Anggono, 2018b) Peraturan
negara (staatsregelings) bisa dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: wettelijk regeling
(PUU), beleidsregels (peraturan kebijaksanaan/kebijakan), dan beschikking (penetapan).
Termasuk dalam wettelijk regeling (PUU) yaitu UUD, Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain. Sedangkan, yang termasuk ke dalam
peraturan kebijaksanaan adalah instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.
Sementara itu, yang termasuk ke dalam penetapan adalah surat keputusan dan lain-
lain.(Anggono & Mardika, 2021)

Adapun ciri khas dari PUU (wettelijk regeling) yaitu (1) berupa keputusan tertulis,
jadi mempunyai bentuk atau format tertentu, (2) Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang di tingkat pusat maupun tingkat daerah melalui atribusi
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maupun delegasi, (3) Berisi aturan pola tingkah laku yang bersifat mengatur (regulerend)
bukan sekali jalan (einmahlig), (4) mengikat secara umum.(Anggono, 2018b) Sedangkan,
jika merujuk pada UU-P3, PUU merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam PUU.(Ilyas, 2022)

Ihwal apa saja jenis PUU di Indonesia saat ini, maka rujukannya adalah Pasal 7
ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU-P3. Pasal 7 ayat (1) mengatur jenis PUU yang terdiri dari:
UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota. Membaca jenis PUU tersebut harus secara hierarkis. Sedangkan
menurut ketentuan norma pasal 8 ayat (1), jenis PUU yang lainnya juga mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, KY, Bank
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang /Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Hanya saja, untuk dapat diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai PUU, maka seluruh
jenis PUU tersebut, harus dibentuk berdasarkan perintah PUU yang lebih tinggi/dibentuk
berlandaskan kewenangan.(Anggono, 2018b) Secara teori, seluruh peraturan yang
dijabarkan di dalam Pasal 8 ayat (1) UU-P3 dapat diklasifikasikan sebagai peraturan
pelaksanaan/peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).(Rahmadhony &
Rosyadi, 2022)

Eksistensi Pasal 8 ayat (1) UU-P3 memunculkan persoalan. Mengingat selaras
dengan sifat/ciri PUU maka tidak semua jenis peraturan yang dibentuk oleh lembaga
negara/pejabat bisa dikategorikan sebagai PUU. Norma tersebut telah menitahkan
pemahaman baru, bahwa semua peraturan seperti peraturan MPR, peraturan DPR,
peraturan DPD, peraturan MA, peraturan MK, P-KY masuk kategori PUU, sepanjang
diperintahkan oleh peraturan PUU yang lebih tinggi/ dibentuk berdasarkan kewenangan.
Padahal, tidak semua lembaga tersebut dapat membentuk peraturan yang mengikat ke
luar.(Anggono, 2018a) Jika mengikuti logika Pasal 8 ayat (1), P-KY dikategorikan sebagai
PUU. Namun, secara teori PUU hal tersebut tidaklah tepat dengan beberapa alasan yang
dijelaskan sebagai berikut.

Di antara tiga cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), maka
dapat dilhat bahwa lembaga legislatif dan eksekutif berfungsi sebagai lembaga utama yang
membentuk undang-undang.(Sihombing & Hadita, 2023) Lembaga eksekutif mempunyai
fungsi sebagai lembaga sekunder dalam konteks pembentukan undang-undang, terutama
peraturan di bawah UU. Meskipun badan/organ di luar lembaga legislatif memiliki
wewenang untuk membentuk PUU, namun tidak semua jenis peraturan yang tercantum
dalam Pasal 8 ayat (1) UU-P3 bisa disebut masuk kategori PUU.

Sebaliknya, mereka dapat termasuk dalam beberapa kategori, yaitu, Pertama,
peraturan lembaga hanya mengikat organisasi pembuatnya karena berkaitan dengan
peraturan tata tertib lembaga, struktur organisasi, dan sebagainya. Masuk kategori ini
adalah Peraturan MPR, Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan P-KYY. Kategori kedua terdiri
dari peraturan lembaga yang pada prinsipnya mengikat internal, tetapi banyak berkaitan
dengan hal-hal lain di luar lembaga yang terkait saat melakukan tindakan hukum tertentu
yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Misalnya, Peraturan MA dan Peraturan MK,
khususnya untuk peraturan mengenai pedoman beracara. Ketiga, peraturan lembaga
memiliki kekuatan mengikat umum yang lebih luas, seperti Peraturan Bank
Indonesia.(Anggono, 2018b)
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Selain MK dan MA, beberapa lembaga negara, berdasarkan fungsi dan kewenangan
yang diberikan oleh UUD-1945, tidak memiliki kewenangan untuk membentuk PUU yang
berlaku umum. Di antara lembaga negara tersebut adalah MPR, DPR (yang hanya memiliki
wewenang untuk membentuk UU dengan persetujuan Presiden), DPD (yang hanya
memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR), dan
BPK, yang hanya memiliki wewenang untuk membentuk peraturan yang mengikat ke
dalam.(Anggono, 2018a)

Tidak adanya kesatuan ide tentang jenis undang-undang yang dibuat oleh masing-
masing lembaga akan membuat sulit untuk mengidentifikasi apa yang termasuk dalam
kategori PUU atau bukan. Faktanya, norma hukum yang dianggap mengikat hanya ke
dalam sebenarnya juga mengandung elemen daya ikat yang bersifat ke luar. Oleh karena
itu, peraturan internal yang dibuat oleh KY berlaku untuk subjek hukum yang berada di
luar lembaga tersebut. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat oleh MPR, DPR, DPD,
termasuk KY secara teoritis termasuk dalam kategori peraturan internal. Peraturan yang
masuk ke dalam kategori peraturan internal bukan merupakan PUU serupa yang ditegaskan
dalam Pasal 1 angka 2 UU-P3. Baik peraturan yang bersifat umum maupun khusus adalah
dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang, dapat juga disebut sebagai
peraturan pelaksana undang-undang yang bersifat implementing act.(Rahmadhony &
Rosyadi, 2022)

Selanjutnya, secara hierarkis, dalam konteks kepastian hukum, dimanakah letak P-
KY jika disandingkan dengan konstruksi Pasal 7 ayat (1) UU-P3?. Kepastian hukum
menyentuh 2 (dua) pengertian tentang hukum yaitu ius yang melahirkan gagasan moralitas
dan keadilan serta lex yang membentangkan pengertian hukum sebagai aturan positif hak
dan kewajiban. Kepastian melalui hukum terkandung dalam prinsip ketepatgunaan,
finalitas, dan tujuan hukum. Hukum dijadikan sarana perlindungan individu dari
kesewenang-wenangan penguasa. Sedangkan, kepastian dari hukum itu sendiri diartikan
melalui ciri-ciri tertentu yaitu hukum itu hukum positif (peraturan perundang-undangan)
dan peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan kenyataan (kepastian hukum
menuntut keberlakuan hukum positif). Dalam perspektif teori kepastian hukum, Kepastian
hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang
dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang
dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang
harus ditaati. Bahwa adanya sebuah kepastian hukum maka tidak adanya kekosongan
hukum.(Devi, 2021)

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara.Secara spesifik, asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai
hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian
hukum tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-interpretasi) dan logis dalam arti menjadi
sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan
konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.(Asmara et al., 2020; Leawoods, 2000)
Jika disintesiskan dalam rangka menggapai kepastian hukum tersebut, maka P-KY secara
materi muatan dan analisis kedudukan kelembagaan negaranya sebanding dengan Perpres.
Pada prinsipnya, P-KY berfungsi sebagai PUU untuk mengisi rechtvacuum dengan
membentuk kaidah baru untuk mengatur keadaan atau peristiwa yang belum diatur oleh
UU-KY. Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) mengakui secara implisit
dalam beberapa norma pasal UU-KY bahwa pembuatan UU-KY terlalu cepat
menyebabkan tidak mungkinnya untuk mengatur peraturan kelembagaan KY secara
menyeluruh. Akibatnya, dalam praktik, ketentuan tersebut tidak dapat menangani masalah
yang muncul.
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Jika dilihat secara saksama, P-KY diasumsikan bukan sebagai entitas yang
berfungsi melaksanakan/menjalankan UU sebagaimana mestinya serupa pengertian dari
Peraturan Pemerintah (PP) didalam UU-P3. P-KY seharusnya mempunyai fungsi untuk
mengisi ruang kosong dari hukum, lantaran ada materi/hal-hal yang tidak diatur di dalam
UU. Implikasinya adalah fungsi P-KY jelas berbeda dari fungsi PP sebagai PUU karena P-
KY berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum. Analisis materi muatan menunjukkan
bahwa P-KY dapat disejajarkan dengan Perpres, meskipun UU-P3 tidak mengatur hal ini.
Ini karena P-KY berada dalam kedudukan yang kondisional daripada dalam kedudukan
yang tetap. Wewenang yang diberikan oleh legislatif kepada lembaga kekuasaan
kehakiman/tujuan KY adalah untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum dalam
struktur kelembagaan secara fungsional dan kewenangan. Kekosongan serta
ketidaklengkapan pengaturan tersebut, membuat lembaga legislatif melimpahkan
wewenangnya kepada organ negara yang lain dengan tujuan membentuk peraturan
perundang-undangan yang lebih teknis dan aplikatif. Kondisi ini dinamakan delegasi
langsung pengaturan.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan jenis PUU di dalam
UU-P3, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan beberapa peraturan
lembaga/badan yang tidak lagi dianggap sebagai PUU, tetapi lebih dianggap sebagai
peraturan internal yang mengikat ke dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU-
P3. Beberapa peraturan lembaga yang harus dikeluarkan termasuk peraturan MPR,
peraturan DPR, peraturan DPD, peraturan MA, peraturan MK, P-KY dan Peraturan BPK.

D. Penutup

Hasil riset ini menemukan bahwa dalam perspektif teori kepastian hukum, maka
Peraturan Komisi Yudisial bukanlah termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-
undangan tetapi masuk kedalam kategori peraturan internal. Peraturan Komisi Yudisial
secara materi muatan dapat dipersamakan dengan Peraturan Presiden, sehingga sejajar
dengan Peraturan Presiden dalam konstruksi hierarkis peraturan perundang-undangan.
Perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial yang
tidak lagi dianggap sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi lebih dianggap sebagai
peraturan internal.
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